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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
" SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan NO. 9 Telpon (024 ) 8311174 (20 saluran ) Fax, 8311266
Semarang 50243

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: 027.3/0012271

Paket Pekerjaan ! |

PEKERJAAN PEMELTHARAAN DAN PENATAAN GEDUNG WANITA
TAHUN ANGGARAN 2018

- Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . EDY SUPRIYANTA, ATD.SH.MM
Jabatan '+ Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah
Alamat . Jalan Pemuda No. 134 Semarang

Selanju_thya disebut sebagali Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027.2/0012270
Tanggal 06 — 09 - 2018, bersama Ini memerintahkan: -

Nama : MUHAMMAD HERI CAHYONO
Jabatan. : Direktur CV. ARTHA KARYA SEJATI
Alamat : Ds. Tengguli RT.02 RW.07 Kec. Bangsri Kab. Jepara

Selanjutnya disebut penyedia Jasa Konstruksi.

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memberhatikan'
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: '

1 Macam pekerjaan . pemeliharaan dan Penataan Gedung
Wanita '
Tanggal mulai kerja . 06 September 2018
3  Syarat-syarat pekerjaan . Sesuali dengan persyaratan dan
‘ ketentuan Kontrak. :
4  Waktu penyelesaian . selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender
dan pekerjaan harus sudah selesai pada
_ tanggal 04 Desember 20?
5 Sanksi . . Terhadap keterlambatén " penyerahan

hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak
Pengadaan  Jasa Konstruksi ~ dan
pembayaran kepada penyedia dapat
dinentikan sesuai ' dengan ketentuan
dalam Syarat-Syarat.Umum Kontrak
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' Ditetapkan di

etapk Semarang
Paga : 06 September 2018

Untuk dan atas nama :
KEPALA BIRO UMUM

SETDA PROMVINST JAWA TENGAH
- SELAKU KpABA P RGTNNA ANGGARAN,

Menerima dan menyetujui:

A KARYA SEJATI

D:rektur

e
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1.12

1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

Pengguna = Anggaran (KPA)untuk menjamin
terpenuhinya kewajiban penyedia,

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya

. disebut Kontrak adalah peijanjian tertulis antara Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) dengan penyedia yang
mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen
lain yang merupakan bagian dari kontrak.

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum
dalam Kontrak.

Hari adalah hari kalender.

Direksi lapangan adalah tim pendukung ‘yang
dibentuk/ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), terdiri dari - 1 (satu) orang-atau lebih, yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk
mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Direksi teknis adalah tim pendukung yang
ditunjuk/ditetapkan oleh ®uasa Pengguna Anggaran
(KPA) untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Daftar kuantitas dan harga (rincian harga
penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi
harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang
merupakan bagian dari penawaran.

Harga Perkiraan Sendiric (HPS) adalah
perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dikaikulasikan
secara keahlian berdasarkan data yang dapat

_dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP

untuk menilai  kewajaran - penawaran termasuk
rinciannya. '

Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara
langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya
suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan;

Harga Satuan Pekerjaan (HSP)adalah harga satu
jenis pekerjaan tertentu per satusatuan tertenty;

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja
vang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk
menyelesaikan  seluruh  pekerjaan dan  diyakini
menggambarkan penguasaan dalam  penyelesaian
pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis
berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;’

Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan  pekerjaan, terdiri atas - tahap
pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan
dapat dilaksanakan.

Personil inti adalah orangyang akan ditempatkan
secara penuh sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya
dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai




2.

3.

4I

Penerapan

Bahasa dan

Hukum

Larangan
Korupsi,
Kolusi dan
Nepotisme
(KKN),
Persekongkol

dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk
melaksanakan pekerjaan.

1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah
bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang
pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan
disetujul terlebih dahulu oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).

1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya
Kontrak ini terhitung sejak tangga! penandatanganan
kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.

1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja
penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal
penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan
dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang
diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang

: ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung

sejak ‘tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampal
dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

1.28 Kegagalan Konstruksi acalah keadaan hasil
pekerjaan yang  tidak sesuai dengan spesifikasi
pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik
sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan
pengguna atau penyedia.

1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan,
yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan terlebih dahulu
diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara
keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercaritum dalam kontrak, dari
segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja,
dan/atau keselamatan umum.

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan
ketentlian-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih -
tinggi $erdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3.1 }Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

3.2 }Huku'm yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah,
para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan
berupa apa. saja atau melakukan tindakan lainnya
untuk mempengaruhi siapapun yang diketahul atau




an serta
Penipuan

5. Asal
Material/
Bahan

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

3.4

6. Koresponden 6.1

si

6.2

patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain
untuk mengatur hasit pelelangan, sehingga
mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan
persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak
lain; dan/atau | ' _

c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak
benar dokumen dan/atau keterangan lain yang
disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan
Kontrak ini .

Penyedia = menjamin bahwa yang bersangkutan

(termasuk - semua . anggota . Kemitraan/KSOapabila

berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika

ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di

atas.

Penyedia vang menurut penilaian Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA)terbukti melakukan larangan-larangan di

atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif

sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

c. .sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan

d. dimasukkan dalam daftar hitam.

Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada PA/KPA.

- PPK. yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan

sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyedia harus menyampaikan asal materlal/bahan
yang terdirl dari rinclan komponen dalam negeri dan
komponen impor.

Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan
diperoleh,antara lain tempatmaterial/bahan ditambang,
tumbuh, atau diproduksi.

Material/bahanharus diutamakan yang manufaktur,
pabrikasi, perakitan, dan  penyelesaian ~ akhir
pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam
negeri). '

Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa
barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak
berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan
komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN
dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila
diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari
penawaran penyedia.

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mai/
dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang
tercantum dalam SSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis

.dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah

diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung
kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika




7. Wakil Sah
Para Pihak

8. Pembukuan

- 9. Perpajakan

10. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

11. Pengabaian

disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau
faksimill yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam
SSKK.

Setlap tindakan yang disyaratkan atau dlperbo!ehkan untuk

dilakukan, dan setlap dokumen vyang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Kuasa
Pengguna Anggaran {(KPA) atau Penyedia hanya dapat
dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam
SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak
boleh diwakilkan,

Penyedia d!harapkan untuk melakukan pencatatan keuangan
yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan
pekerjaan ini-berdasarkan standar akuntansl yang berlaku.

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang
bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh
peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam
Nilai Kontrak, |

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam
hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat
peleburan (/merger)konsolidasi, pemisahan, maupun
akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain

~dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh
pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan
apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam
Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk
disubkontrakkan.. : :

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya
diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan
setelah persetujuan tertulis dari Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA). Penyedia tetap bertanggung jawab
atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak

 diputuskan dan  Penyedia  dikenakan  sanksi
sebagaimana diatur dalam SSKK. :

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pe!énggaran

ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang..lain maka
pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang - terus-
menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi
pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan vyang lain.
Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara
tertulls dan ditandatargani oleh Wakil Sah Pihak yang




~melakukan pengabaian.

12. Penyedia Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
Mandiri terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta
- pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/K Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota
SO yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas
nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban

terhadap- PPK berdasarkan Kontrak. '

14. Penemuan~  Penyedia wajib memberitahukan kepada Kuasa Pengguna
penemuan  Anggaran (KPA) dan' kepada pihak yang berwenang
semuapenemuian benda/barang yang mempunyai nilai sejarah
atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut

peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN
KONTRAK o '

15.Jadwal 15.1 Kontrak ini  berlaku  efektif pada  tanggal
Pelaksanaan - penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau
Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK,

15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung
sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal
: yang ditentukan dalam SSKK.

154 Apabila  penyedia  berpendapat tidak  dapat

: menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan
kejadian tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

16. Penyerahan 16,1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkewajiban untuk
Lokasi Kerja menyerahkan keseluruhan lokas! kerja kepada penyedia
sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan
setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan
bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan
dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja,
16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan
hal-hal yang ' dapat mengakibatkan perubahan isi
Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan
dalam adendum Kontrak.
16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu
dari lokasi kerja maka Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)dapat dianggap telah menunda pelaksanaan
pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi
kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai




17.Surat -
Perintah
Mulai Kerja
(SPMK)

18. Program
Mutu

19. Rapat
Persiapan
Pelaksanaan
Kontrak

- Pperistiwa Kompensasi.

17.1
17.2
18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan SPMK
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal
penanda-tanganan kontrak.

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya
pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program

mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk

disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Program mutu disusun paling sedikit berisi:

a. informasi  mengenai  pekerjaan yang  akan
dilaksaniakan; _ -

b. organisasi kerja penyedia;

¢. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e. prosedur instruksi Kerja; dan

f. pelaksana kerja.

Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondis!

lokasi pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program

mutu jike terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa

Kompensasi.

Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan

perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan

dampaknya terhadap penjadwalan sicsa pekerjaan,

termasuk perubahan terhadap wurutan pekerjaan.

Pemutakhiran program muty harus - mendapatkan

persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (iKPA).

- Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

terhadap program mutu tidak mengubah
kewajiban kontraktual penyedia.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan
penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasarn,
harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan
pelaksanaan kontrak.
Dalam rapat persiapan, Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim
Pendukung. .
Beberapa ha!l yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
a. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling
sedikit berisi :
1) Informasi mengenai pekerjaan vyang akan
dilaksanakan;
2) organisasi kerja Penyedia;
3) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
5) prosedur instruksi ketja;
6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi
peralatan dan personil; dan
7) penyusunan rencana dan pelaksanaan
pemeriksaan fokasi pekerjaan.
b. program mutu dapat direvisi sesual kondisi Iokasi




20. Mobilisasi
Peralatan,
Fasilitas dan
Personil

21. Pengawasan
Pelaksanaan
‘'Pekerjaan

pekerjaan. : :
19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan
- dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

20.1 Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus
sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh)
harl sejak diterbitkan SPMK.

20.2 Mobillsasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,
yaltu: o
a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; )

b. mempersiapkan - fasilitas seperti kantor, rumah,
gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan
sebagalnya; dan/atau

c. mendatangkan personil-personil.

20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan.

21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) jika dipandang perlu dapat
mengargkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari
personil Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)atau
manajemen konstruksj konsuftan pengawas. Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan. '

21.2 Dalam melaksanakan  kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA). Jika tercantum dalam SSKK,
Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

22.Persetujuan 22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan

Pengawas
Pekerjaan

23. Perintah

24. Akses ke
Lokasi Kerja

25. Pemeriksaan
Bersama

Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara
harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

1 22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih

dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka
penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi
dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut
untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari
ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia
bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil
Pekerjaan Sementara.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah

Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), Wakil Sah Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja
dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan
dilaksanakan.

25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan
Kontrak, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-




26. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

27.Perpanjangan
Waktu

25.2

25.3

25,4

26.1

26.2

26.3

26.4

27.1

27.2

sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi
pekerjaan dengan melakukan pengukuran -dan
pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap
rencana mata pembayaran.

Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA capat
membentuk  Panitia/Pejabat  Peneliti  Pelaksanaan
Kontrak atas usul Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). _
Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita
Acara. Apabila dalam pemeriksaan  bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus
dituangkan dalam adendum Kontrak.

Jika hasll pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil
dan/atau  Peralatan 1 ternyata belum memenuhi
persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat
melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau.
Peralatan yang. belum memenuhi syarat harus segera
cdiganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal; penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan
pada Tangga! Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan

sesual dengan program mutu, serta menyelesaikan

pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal
Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian
bukan . akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa
Kompensasi atau karena . kesalahan atau kelalalan
penyedia maka penyedia dikenakan denda.

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan
oleh Peristiwa Kompensasi maka - Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dikenakan kewajiban pembayaran garti
rugl. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal

. Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk

diperpanjang.
Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26
ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan  memperpanjang Tanggal
Penyelesalan Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum
Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa
Kontrak. '
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan
pertimbarigan  Pengawas Pekerjaan harus . telah
menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk
berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia
lalai  untuk memberikan peringatan dini  atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk
mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti
ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang




-

Tanggal Penyelesaian.

.28,Penundaan  Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis

oleh ~ penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap

Pengawas
Pekerjaan

29, Rapat 29.1
Pemantauan

perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pengawas  Pekerjaan  atau penyedia  dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta
satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut., Rapat
pemantauan  diselenggarakan  untuk  membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa
pekerjaan serta untuk menindakianjuti peringatan dini.

Hasil rapat pemantauan akan dituahgkan oleh
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan

dokumennya diserahkan kepada Kuasa Pengguna

29.3

30. Peringatan 30.1
Dini

30.2

Anggaran (KPA) dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
Mengenai hal-ha! dalam rapat yang. perlu diputuskan,
Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam
rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis

kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini
mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau
kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu
pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda
penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara
tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi
tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal
Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera
mungkin disampaikan oleh penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan
Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi
dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 Penyelesaian Kontrak

31.Serah 31.1
Terima
Pekerjaan
31.2
31.3
31.4

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus),
penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk penyerahan
pekerjaan.

Dalam rangka penilaian hasil pekerJaan, Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) meminta kepada PA/KPA
untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus
dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu
tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.,
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan
penilalan terhadap hasil ‘pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh  penyedia. Apabila terdapat
kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,
penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, "atas
perintah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). '
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerima penyerahan
pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan




32. Pengambilali
han

33. Pedoman
Pengoperasi
an dan
Perawatan

B.3 Perubahan Kontrak

34. Perubahan
Kontrak

31.5

31.6

31.7

31.8

dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan Kontrak dan
diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasll Pekerjaan.
Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia
sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan axibat
Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia maka Penyedia  dikenakan  denda
keterlambatan.

Pembayaran dilakukan sebesar - 95% (sembilan puluh

lima perseratus) dari nilal kontrak, sedangkan yang 5%

(ima perseratus) merupakan retensi selama masa
pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar
100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan
penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan
sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama
masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada
saat penyerahan pertama pekerjaan.

Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia

| mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kuasa

31.9

31.10

31.11

Pengguna Anggaran (KPA) untuk penyerahan akhir
pekerjaan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerima penyerahan
akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua
kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib melakukan
pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. -
Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) berhak menggunakan uang

retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau
mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur
konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam
jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan
selesai/ pengakhiran pekerjaan.

33.1

33.2

34.1
34.2

Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang pedoman
pengoperasiandanperawatan sesuai dengan SSKK.
Apabila penyedia  tidak memberikan  pedoman
pengoperasian dan perawatan, Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) berhak menahan uang retensi atau
Jaminan Pemeliharaan.

Kontrak hanya dapat diubah melaiui adendum kontrak.
Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui
olehi para pihak, meliputi:
1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal
~ yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak
sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam




35, Perubahan
Lingkup
Pekerjaan

36. Perubahan
Jadwal

34.3

34.4

35.1

35.2

36.1

kontrak;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat
adanya perubahan pekerjaan; dan/atau

'3) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan

pekerjaan  perubahan  jadwal  pelaksanaan

pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga. '”
Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka
34,2 tidak dapat ditakukan untuk kontrak lump sum dan
kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada
bagian lump surm.
Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat
membentuk  Panitia/Pejabat  Peneliti  Pelaksanaan
Kontrak atas usul Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga
Satuan atau Kotrak Gabyngan Lump Sum dan Harga
Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat
perbedaan yang signifikan antara. kondisi lokasi
pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan

~ gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak,

maka: .

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama penyedia

_dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi
antara lain:

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan
yang tercantum dalam kontrak;

'b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

c. mengubah spesifikasl teknis dan gambar
pekerjaan sesuai dengan kebutuhan fokasi
pekerjaan; dan/atau

d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum

. tercantum dalam kentrak yang diperiukan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan.

b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan
tersedianya anggaran dan paling tinggi 10%
(sepuiuh perseratus) dari nilai kontrak awal.

c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat
harga satuan timpang maka harga satuan timpang
tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang
tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk
kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga
satuan berdasarkan hasil negosiasi.

d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Kuasa

~ Ppengguna Anggaran (KPA) secara tertulis kepada
penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi
teknis dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercanturn dalam kontrak awal.

e, Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita

© Acara sebagal dasar penyusunan adendum kontrak.

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak kontrak

lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga

satuan pada bagian /umpsum, tidak dapat dilakukan
perubahan kontrak.

[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga
Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum daen Harga




Pelaksanaan
Pekerjaan

36.2

36.3

- 36.4

36.5

B.4 Keadaan Kahar

37. Keadaan
Kahar

37.1

37.2

37.3

Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal

dalam hal terjadi perpanjangan wakiu pelaksanaan

dapat diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA)atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk

hal-hal sebagai berikut: \

a. pekerjaan tambah;

b. perubahan desain;

C. keterlambatan yang disebabkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA),

d. masalah yang tmbul di luar kendali penyedia;
dan/atau

e. keadaan kahar.]

[Untuk  pekerjaan  yang menggunakan  Kontrak

Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian

tump ~Sum, perubahan Jadwal dalam hal terjadi

perparyjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pertimbangan

yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

a. keterlambatan  yang  disebabkan oleh  Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA),

b. masalah yang tmbul df luar kendali penyedia;
~ dan/ataukeadaan kahar.]

Waktu penyelesalan pekerjaan dapat diperpanjang
paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak
akibat keadaan kahar.

Kuasa Pengguna . Anggaran (KPA) dapat menyetujul
perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah
melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang
diajukan oleh penyedia.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menugaskan
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk
meneliti  kelayakan usulan  perpanjangan  waktu
pelaksanaan.

Persetujuan  perpanjangan  waktu pelaksanaan
dituangkan dalam adendum kontrak.

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan
dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:

bencana alam;

. bencana non alam;

bencana sosial;

pemogokan;

kebakaran;

gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalul keputusan bersama Menteri Keuangan dan
menteri teknis terkait.

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia
memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
teriadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan

~poOo oo




37.4

37.5

37.6

37.7

pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat vang
berwenang, sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal
merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian
para pihak.

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk
pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan
Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan
jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan
Kahar.

Keterlambatan  pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan
Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas)
hari. sejak terjadinya Keadaan Kahar, ttdak dikenakan
sanksi.

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan
pelaksanaar pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama
masa Keadaan Kahar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk -
meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia
berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana
ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian
biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan
untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian
biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

'B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

38.Penghentian 38.1
Kontrak
38.2

38.3

38.4

38.5

39. Pemutusan 39.1
Kontrak
39.2

39.3

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan

sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan

secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Anggaran {KPA}

dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat

bersifat:

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau

b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/ diselesalkannya
pekerjaan.

Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap

mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.

Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai

dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan

yang telah dicapal dan diterima Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA).

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)atau pihak Penyedia.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memutuskan
kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi
kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.

Penyedia dapat meemutuskan kontrak secara sepihak
apabila Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak
memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam




40. Pemutusan
Kontrak cleh
PPK

39.4

40.1

40.2

kontrak.

Pemutusan kontrak dilakukan -sekurang-kurangnya 14
(empat belas) hari setelah Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)/periyedia menyampaikan pemberitahuan rencana
Pemutusan.  Kontrak  secara tertulis kepada
penyedia/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata,Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dapat memutuskan Kontrak melalu
pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah
terjadinya hai-hal sebagai berikut:

a; Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan
dan kebutuhan barangfjasa tidak dapat ditunda
melebihi batasberakhirnya kontrak;

b. berdasarkan penelitian Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan  walaupun diberikan

. kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender sejak . masa Dberakhirnya pelaksanaan
pekerjaan untuk menyelesaikan. pekerjaan;

c. setelah  diberikan  kesempatan  menyelesaikan
pekerjgan sampai .dengan 50 (lima puiuh)
harikalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajlbannya dan tidak memperbaiki Kkelalaiannya
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan,
tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua
puluh delapan) hari dan penghentian Ini tidak
tercantum dalam program mutu serta tanpa
persetujuan Pengawas Pekerjaan;

d. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki

- Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

i. Penyedia tidak mempertahankan  keberiakuan
Jaminan Pelaksanaan;

j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk
menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan,
dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua
puluh delapan) hari;

k. Penyedia terbukti melakukan KKN, Kkecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang
diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan
KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan. pengadaan dinyatakan’ benar oleh
instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan Konfrak dilakukan karena

kesalahan Penyedia:




41. Pemutusan
Kontrak oleh
Penyedia

42, [Keterlfamba
tan
Pelaksanaan
Pekerjaan
dan Kontrak
Kritis

(Untuk
Pekerjaan
Konstruksi
Bangunan)j

40.3

41.1

42,

41.2

o

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan [untuk nilai paket di
atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)];

b. sisa Uang Muka harus dilunast oleh penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);

c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila
sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk
menyelesaiakn pekerjaan);

d. penyedia membayar denda sebesar kerugian -yang
diderita Kuasa Pengguna  Anggaran  (KPA)
sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan

e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membayar kepada

Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan

yang telah. diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan

Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang

harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia

menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan
kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan
selanjutnya menjadi hak milik Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA).

Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum  Perdata,Penyedia dapat

- memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis

kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apabila Kuasa
Pengguna  Anggaran  (KPA) tidak  memenuhi
kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak,
Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) membayar kepada Penyedia sesual
dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah
diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sampali
dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak
dikurangi dengan denda keteriambatan yang harus
dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) dan selanjutnya menjadi hak
milik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

[Apabila Penyedia terlarnbat melaksanakan peketjaan
sesual jaawal, maka Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)harus memberikan peringatan secara tertulis atau
dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

42.2 kontrak dinyatakan kiritis apabila:

a. -dalam periode I (rencana fistk pelaksanaan 0% -
70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan
terlambat lebih besar 10% darl rencana;

b. dalam periode IT (rencana iisik pelaksanaan 70% -
100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan
terlambat lebih besar 5% darf rencana;

¢ rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari
Kontrak, reafisasi fisik pelaksanaan terlambat
kurang dari 5% dari rencang dan akan melampaul
tahun anggaran berjalan.

42,3 Penanganan kontrak kritis

a. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan




penanganan Kontrak pada pasal kitls 42.2
penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat
Pembuktikan (show cause meeting/SCM)

1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi
pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada
Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan
SCM.

2) dalam SCM Kuasa Pengguna Anggarén (KPA)
direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia
membahas dan menyepakati besaran kemajuan
fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam
periode waktu tertentu. (Lji coba pertama) yang
ditvangkan dalam Eerita Acara SCMI

3) apabila Penyedia gagal pada ujf coba pertama,
maka dilaksanakan SCM IT vang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Penyedia  dalam periode waktu
tertentu (yji coba kedua) yang dituangkan dalam

~ Berita Acara SCM 1.

4) agpabila Penyedia gagal pada uji coba tahap
kedua, maka diselenggarakan SCM I yang
membahas dan menyepakati besaran kemajuan
fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam
periode waktu tertentu (ujii coba ketiga) yang
aituangkan dalam Berita Acara SCM 111,

5) pada setiap uji coba yang gagal, Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) harus menerbitkan surat
perigatan kepada Penyedia atas keterlambatan
realisasi fisik pelaksanaan pekéerjaan.

dalam hal setelah diberikan SCM Il dan Penyedia

tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudeh

ditetapkan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
melakukan rapat bersama altasan Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA)sebelum tahun anggaran berakhir,
dengan ketentuan.:

1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat
memberikan kesempatan untuk menyelesaikan
sisa pekerjaan paling lama 50 (ima puluh) hari

- kalender dengan ketentuan:
a) penyedia  secara @ teknis  mampu
menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50
(lima puluh) hari kalender; dan |

b) penyedia dikenakan denda keterlambatan
sesual dengan SSKK apabila pemberian
kesempatan melampaul masa pelaksanaan
pekerjaan dalam kontrak.

2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat
langsung memutuskan Kontrak secara sepihak
dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata; atau

3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ~dapat
menunjuk pihak lain  untuk melaksanakan
pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat




43. Pemutusan
Kontrak
akibat
lainnya

.44, Peninggalan

menggunakan  bahan/peralatan,  Dokumen
Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang
dibuat ofeh atau atas nama penyedia. Seluruf
biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan
pihak fain sepenuhnya menjadl tanggung jawab
penyedia berdasarkan kontrak awal,

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) terlibat penyimpangan prosadur,
melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat
dalam pelaksanaan pengadaan, maka Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dikenakan sansi berdasarkan peraturan
perundang-undangan. - |

VSemua‘ Bahan, Perlengkapan, Pera‘lj'atan,j ‘Hasil Pekerjaan

Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah
pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan
penyedia,dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) tanpa kewajiban perawatan.
Pengambilan. kembali semua peninggalan tersebut oleh
penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan
kepentingan Kuasa Pengguna Anggaran {KPA)

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

45.Hak dan
Kewajiban
Penyedia

45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk  pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
ditentukan dalam kontrak; o

b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk
sarana dan prasarana dari Kuasa pPengguna
Anggaran (KPA) untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; _

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang teleh
ditetapkan dalam kontrak; '

e, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,
angkutan ke atau dari lapangan, dan segala
pekerjaan permanen maupun sementara - yang
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan
perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
kontrak; dan

h. mengambil langkah-fangkah yang cukup memadal
untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan
membatasi perusakan dan gangguan kepada .




46. Penggunaan
Dokumen
Kontrak dan
Informasi

47.Hak Atas
Kekayaan
Intelektual

48. Penanggung
an dan
Risiko

masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan
penyedia.

45,2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak
langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan
pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan
“kegiatan yang merupakan tugas penyedia.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginfor-
masikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang
berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain,
misalnya spesifikasi teknis dan/atav gambar-gambar, kecuali
dengan ijin tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Penyedia wajib melindungiKuasa Pengguna Anggaran (KPA)
dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang
disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
oleh penyedia.

48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) beserta instansinya terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran {KPA)
beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian
berat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)) sehubungan
dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung
sejak Tanggal Mulai Kerja sampal dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta
benda penyedia, Subpenyadia (jika ada), dan
Personil;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera
tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
tanggal penandatanganan berita acara penyerahan
awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil
Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan
risikko  penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan olehkesalahan atau kelalaian Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA).

48.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia

tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka
48 ini.

48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan
atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan
selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa
Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh
penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan
atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau
kelalaian penyedia.




49, Perlindungan
- Tenaga Kerja

* 50, Pemeliharaan
- Lingkungan

51. Asuransi

52.Tindakan
Penyedia
yang
Mensyaratka
n Persetujuan
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)atau
Pengawas
Pekerjaan

49.1

49.2

49.3

49.4

Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya
sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada

. program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

. undangan.

Penyedia ~berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan Personiinya untuk mematuhl peraturan
keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan,
penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca
dan memahami peraturan keselamatan Kerja tersebut.
Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
menyediakan kepada setiap Personiinya (termasuk
Personil  Subpenyedia, jika. .ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadal.

Tanpa mengurangi kewajiban penyedia uniuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum vang
berlaku, penyedia akan melaporkan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) mengenai setiap kecelakaan
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak
ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah
kejadian.

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah
yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam
maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan
lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

51.1

51.2

52.1

52.2

Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK
sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko
tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan,
serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas
segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan,
kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
b. plhak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat
kerjanya; dan
c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

Penyadia berkewajiban untuk mendapatkan lebih
dahulu persetujuan tertulis Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;

b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum

dalam lLampiran A SSKK;
¢. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
d. tindakan fain yang diatur dalam SSKK. A
Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih
dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan
sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka




53. Laporan
Hasil
Pekerjaan

54. Kepemilikan
Dokumen

53.1

53.2

53.3

53.4

53.5

53.6

53.7

22.2 SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK,

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan

kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau

kegiatan yang telah dilaksanakanguna pembayaran has!
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan
dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan

pelaksariaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan

pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian
sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi
rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Laporan harian berisi:

a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi
pekerjaan; .

b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam
tugasnya;

¢. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa
alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran
pekerjaan; dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan
pelaksanaan,

Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperiukan

diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA).

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan

harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam

periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman Iaporan

mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan

dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
perlu ditonjotkan.

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) membuat foto-foto

dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

- Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan

dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan
oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan
hak milik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penyedia paling
lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak
berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti
lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA). Penyedia dapat menyimpan 1
(satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut.
Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan




55. Kerjasama
Antara
Penyedia
dan Sub
Penyedia

56. Usaha Mikro,
Usaha Kecil

dan Koperasi

Kecil

57. Penyedia
Lain

58. Keselamatan
dan ,
Kesehatan
Kerja

59. Pembayaran
Denda

60.Jaminan

piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari dlatur dalam
SSKK.

55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus
diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu
kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan koperasi kecil, antra lain dengan
mensub-kontrakkan sebagian pekerjaanya

56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih
tetap- bertanggungjawab penuh atas keseluruhan
pekerjaan tersebut.

'56.3 Bentuk ' kerjasama tersebut hanya untuk sebagian

pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan
ketetapan di atas.

56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dtlanggar maka
penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK,

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan
lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan
pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. lika
dipandang- perlu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat
memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan‘
kerja semua pihak di lokasi kerja.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansiai
berupa Denda sebagai akibat wanprestasl atau cldera janil
terhadap -kewajiban-kewajiban - penyedia dalam Kontrak Ini.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengenakan Denda dengan
memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab

kontraktual penyedia.

60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) sebelum dilakukan penandatanganan
kontrak dengan besar:

a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) bagl penawaran yang lebih kecil dari
_ 80% (delapan puluh perseratus) HPS.

60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak
tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan
serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hend
Ovel/PHO).

60.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan




dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan
diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan

uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai
kontrak.

60.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) dalam rangka pengambilan uang muka

dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya
uang muka.

60.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara

proporsional sesuai dengan pencapalan prestasi
pekerjaan.

60.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang se]ak

tanggal persetujuan pemberian uang muka sampali
dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

60.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA)setelah pekerjaan dinyatakan
selesai 100% (seratus perseratus).

60.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa
pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan
baik sesuai dengan ketentuan kontrak.

60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak

tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai
dengan tanggal penyerahan akhlr pekerjaan (F/naf Hand
Over/FHO).

D.. HAK DAN KEWAJIBAN Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)memiliki hak dan kewajiban :

61. Hak dan
. Kewajiban
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)

62. Fasilitas

63. Peristiwa
Kompensasi

a.
b.

- c.

- (D

mengawasl dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh penyedia;

meminta laporan-laporan secara periodik mengenal
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang

dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);

membayar uang muka (apabila diberikan);

. memberikan instruks! sesuai jadwal;
. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilaiukan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada
PA/KPA (apabila ada).

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memberikan fasilitas
berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika
ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan
pekerjaan ini.

63.1 Peristiwa Kompensasidapat diberfkan kepada penyedia

dalam hal sebagai berikut:
a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengubah jadwal

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;




. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak memberikan
gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sestsal
jadwal yang dibutuhkan;

d. penyedia belum bisa masuk ke Iokasn sesuai jadwal
dalam kontrak;

e. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menginstruksikan
kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan vang setelah dilaksanakan penguijian
ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan
penundaan pelaksanaan pekerjaan;

g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan
untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat
diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Kuasa
Pengguna.Anggaran (KPA);

h. ketentuan lain dalam SSKK.

- 63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengzkibatkan pengeluaran
tambahan dan/atau  keterlambatan  penyelesalan
pekerjaan maka Kuasa Pengguna  Anggaran
(KPA)berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau
memberikan  perpanjangan  waktu  penyelesalan
pekerjaan, '

63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh penyedra kepada Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), dapat dibuktikan kerugian nyata akibat
Peristiwa Kompensasi.

63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat
dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan
akibat peristiwa kompensasi.

63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan
penyedia telah diberikan perpanjangan  waktu
pelaksanaan maka penyedia tidak berhiak meminta gantt
rugi. -

63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu
Penyelesalan berdasarkan data penunjang - dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penvedia
kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Perpanjangan
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum
Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa
Kontrak.

63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika
penyedia gagal atau lalal untuk memberikan peringatan
dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak
Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
64. Personil Inti  64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus

dan/atau sesuai dengan vyang tercantum dalam Dokumen
Peralatan . Penawaran.

64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh




64.3

64.4

64.5

1 64.6

64.7

dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPom.

Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia

dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu

kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan

melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil

inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menilai dan

menyetujui  penempatan/penggantian  personil  inti

danfatau peralatan menurut  kualifikasi  yang

dibutuhkan.

Jika Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menilai bahwa

personil intl: .

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik; _

b. berkelakuan tidak baik; atau _

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan

pengganti dan menjamin personil inti tersebut

meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari

sejak diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu
dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara
atau lebih baik dari personil Inti dan/atau. peraiatan
yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

Personit inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya. Jika diperiukan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), Personil inti dapat sewaktu-waktu
disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di
bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

65. Harga
Kontrak

65.1-

65.2

65.3

PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan
pekerjaan datam kontrak sebesar harga kontrak.
Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan,
beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi
yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan
kerja.

[Rincian harga kontrak sesual dengan rincian yang
tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk
kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump
Surn dan Harga Satuan )./

66. Pembayaran 66.1 Uang muka

a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi
kepada pemasok bahan/material dan persiapan

~ teknis lain;

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan
dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan
Uang Muka senilai uang muka yang diterima;

c. dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
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menyediakan uang muka maka Penyedia harus

mengajukan permohonan pengambilan uang muka

secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) disertal dengan rencana penggunaan uang

muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;

d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pajabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan
Uang Muka diterima;

e. Jaminan .Uang . Muka -diterbitkan oleh bank umum,
perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi
Umum yang memiliki izin untuk menjual produk
jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan atau lembaga yang berwenang; '

f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lembat
harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi
100% (seratus perseratus).

66.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati
difakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertal
laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan,
sistem termin atau pembayaran secara sekaligus,
sesuai ketentuan dalam SSKK;

3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan vyang
telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau
bahan yang menjadi bagian dari hasil pekarjaan
yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur
dalam SSKK;

4) pembayaran harus dipotong angsuran uang
muka, denda (apabila ada), pajak dan uang
retensi; dan

5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah
pekerjaan selesal 100% (seratus perseratus) dan
Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan
diterbitkan; '

c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kurun waktu
14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah

. Membayar (PPSPM);

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan
angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat
meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan







prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan.

66.3 Denda dan ganti rugi

67.Hari Kerja  67.1
67.2
67.3

68. Perhitungan 68.1
Akhir

68.2

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada penyedia;

b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dlkenakan
kepada PPK karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi;

C. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia
atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk
setiap hari keterlambatan adalah:

1) 1/1000 -(satu. perseribu) darl sisa harga bagian
. kontrak yang belum selesal dikerjakan, apabila
kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat
dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan
sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah
diterima cleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak,
apabila  bagian pekerjaan vyang sudah
dilaksanakan belum berfungsi;

3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan
dalam SSKK.

d. besarnya. ganti rugi yang dibayar oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan
yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku
bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan
Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

g. pembayaran  denda  dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran prestasi
pekerjaan;

f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta
dituangkan dalam adendum kontrak;

g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), apabila
penyedia telah mengajukan tagihan disertai
perhitungan dan data-data.

Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya
disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran
ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat
diperiksa oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada
tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani,
Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus
dilampirkan.

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir
dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) - dan - berita acara penyerahan awal telah
ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas
Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir
yang jatuh tempo. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas







Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran terakhlf selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima
oleh Pengawas Pekerjaan.

69. Penangguhan 69.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menangguhkan
Pembayaran pembayaran setiap angsuran prestagi pekerjaan

' ' penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap

Hasil Pekerjaan sesual dengan waktu| yang telah

ditetapkan. :

69.2 Kuasa Pengguna -Anggaran (KPA) segara tertulis

memberitahukan . kepada = penyedig . tentang
penanigguhan hak pembayaran, disertai plasan-alasan
yang jelas mengenai’ penangguhan tersebut. Penyedia

., diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka

waktu tertentu.

69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan
dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

69.4 Jika dipandang periu oleh Kuasa Penggyna Anggaran
(KPA), penangguhan pembayaran akibat keterlambatan
penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan
dengan pengenaan denda kepada penyedia.

Eavid

70. [Penyesuaia 70.1 [Hargayang tercantum dalam kontrak dapat berubah

n Harga akibat adanya penyesualan harga sesual dengan
(Untuk peraturan yang beriaku. :
Kontrak J0.2 Penyesuaian harga diberiakukan pada Kontrak Tahun
Harga Jamak yang masa pelsksanaannya lebif|dari 12 (dua
Satuan atau belas) bulan dan diberlakukan mulal bulan ke-13 (tiga
Kontrak : belzs) sejak pelaksanaan pekerjaan.
Gabungan 70.3 Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak
Lump Sum Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan
dan Harga atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
Satuan )}/ yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau
' perubahan . Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya
dituangkan dalarm SSKK.

70.4 -Penyesuaian Harga Satuan berlaku |bagi sefuruh
kegiatanymata — pembayaran,  kecuall  komponen
keuntungan dan biaya overhead | sebagaimana
tercantum dalam penawaran.

70.5 Penyestuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak
awal/adendum kontrak.

70.6 Penyesuaian Harga Satuan bagl komponen pekerjaan

: yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal baramg tersebut,

70.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satua, baru sebagal
akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
adendum kontrak tersebut ditandatangani| '

70.8 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya aisebabkan
oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian




harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal
awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
70.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus
sebagai berikut:
- Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)

Hr

Ho

d

bcd

= Harga Satusn pada saat  pekerjaan
dilaksanakan,

= Harga Satuan pada saat harga penawaran;

= Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan
dan overhead; '

Dalam hal penawaran tidak mencanturmkan
besaran komponen keuntungan dan overhead
maka a = 0,15.

= Koefisien komponen kontrak seperti
tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb,

Penjumiahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat

pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13
setelah penandatanganan kontrak).

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12

setelah penanda-tanganan kontrak.

70.10 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat ketja
ditetapkan dalam SSKK.

70.11 Indeks harga yang digunakan bersumber darf
penerbitan BPS.

70.12 Dalam

hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan

BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh
instansi teknis.

70.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai
berikut:

FPn =

Pn =

(HnV L )+(Hn2xV2)+(Hn3xV3 ) +.... dst

Nilai  Kontrak setelah dilakukan penyesualan

~ Harga Satuan,

Harga Satuan baru setiap jenis Kkomponen
pekerjaan setelah dilakukan penyesudian harga
menggunakan rumusan penyesualan Harga
Satuan,

Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang
dilaksanakan. '

70.14 Pembayaran penyesuaian harga diakukan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), apabila penyedia lelah
mengajukan tagihian disertal perhitungan dan data-data;




J0.15 Penyedia dapat mengajukan secara berksla selambal-

lambatnya setiap 6 (enam) bulan,]

G. PENGAWASAN MUTU

71. Pengawasan
dan
Pemeriksaan

72.Penilaian
Pekerjaan
Sementara
oleh Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)

73.Cacat Miuf.u

74. Pengujian

75. Perbaikan
Cacat Mutu

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)} berwenang melakukan
pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan,
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat memerintahkan
kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan vyang
dilaksanakan oleh penyedia.

72.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam masa
pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilalan atas
hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu
- dan kemajuan fisik pekerjaan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas Pekerjaan
akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan
penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu vyang
ditemukan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas
Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan
dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasll
Pekerjaan yang. dianggap oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu.
Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu
selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan,

Jika Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas
Pekerjaan  memerintahkan penyedia untuk  melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi
Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya
Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung
biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat
Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi.

75.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengawas
Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat
Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat
Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat
mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia
berkewajlban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam
jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

75.3- Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam




76. Kegagatan
Konstruksi
dan
Kegagalan
Bangunan

754

76.1

76.2

76.3

76.4

76.5

jangka waktu yang ditentukan maka Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui
pihak ketiga vyang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) melakukan perbaikan tersebut.
Penyedia segera setelah menerima klaim Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA} secara tertulis berkewajiban
untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) dapat memperocleh
penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas
tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang
retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau
jika tidak ada maka Dbiaya penggantian akan
diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) yang telah jatuh tempo.
Kuasa Pergguna Anggaran (KPA) dapat mengenakan
Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan
perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan
penyedia.

Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan
pekerjaan maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung -
jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan
kesalahan masing-masing.

Jika Hasit Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam -
SSKK berupa bangunan maka Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan/atau penyedia terhitung sejak
tanggal penandatanganan berita acara penyerahan
akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan
sesual dengan kesalahan masing-masing selama umur
konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapti tidak lebih
dari 10 (sepuluh) tahun.

Penyedia berkewajiban untuk  melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) beserta instancinya terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewaijiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)) sehubungan dengan
klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan
cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang
timbul dari kegagalan bangunan.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia
tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia
dalam angka 70 ini.

Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan
memelihara semua dokumen vyang digunakan dan
terkait dengan pelaksanaan ini selama umur. konstruksi
yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 -
(sepuluh) tahun,




H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

77.Penyelesaian 77.1

Perselisihan

78. Itikad Baik

77.2

78.1

78.2

78.3

78.4

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh  menyelesaikan secara damai semua
perselisinan yang timbul dari atau berhubungan dengan
Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini.

Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para
pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui

musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau .

pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya
yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam
kontrak,

Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian
dengan ‘jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-

‘masing pihak.

apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa

~ dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik

untuk mengatasi keadaan tersebut.

Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk
bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-
hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang
diperiukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan

‘Kontrak inf.




~ SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. !(o’respondens Alamat Para Pihak sebagai berikut:

B. Wakil Sah
Para Pihak

C. Jenis Kontrak

- D. Tanggal
Berlaku
Kontrak -

E. Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan

Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):

Nama : BIRO UMUM SETDA PROPINSI JAWA TENGA

Alamat :JI. Pahlawan No. 9 Semarang

Telepon :024-8311157

Website ‘www. jatengprov.go.id

Faksimili :024-8311157

Penyedia:

Nama :CV. ARTHA KARYA SEJATI

Alamat :Ds. Tengguli RT. 002 RW, 007 Kec. Bangsri Kab.
Jepara

Telepon

Website

Faksimili

e-mail

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : EDY
SUPRIYANTA,ATD,SH.MM

Untuk Penyedia : MUHAMMAD HERI CAHYONO
Pengawas Pekerjaan :

sebagai wakil sah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Termin

2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: 2018

3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: APBD Provinsi
Jawa Tengah,

4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan:
Kontrak Harga Satuan.

Kontrak mulai berlaku sejak: 06 September 2018 s.d. 04

~ Desember 2018,

Atau sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Penyedia harus menyelesaikan'pekerjaan selama :
90 (sembilan puluh) hari kalender.




Masa
Pemeliharaan

Umur
Konstruksi

. Pedoman

Pengoperasia
n dan
Perawatan

Pe_hjbayaran
Tagihan

Pencairan
Jaminan

Tindakan
Penyedia
yang
Mensyaratkan
Persetujuan
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)atau
Pengawas
Pekerjaan

Kepemilikan
Dokumen

. Fasilitas

‘bulan

Masa Pemeliharaan berlaku selama: 6 (enam) bulan, sejak

Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk yang Pertama (Fisik 100
%).

Bangunan Hasil 'Peketjaan memiliki  umur konstiuksi 10
(sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara
penyerahan akhir. -

Gambar “As built' danfatau pedoman pengoperasian dan
perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 6 (enam)
setelah tanggal penandatanganan Berita Acara
penyerahan awal. '

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran tagihan
angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisinkan diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.

1. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persstujuan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :

a. Penggunaan air dan listrik atas beban Penyedia lasa
Konstruksi,
b. Penggunaan Sarana dan Prasarana milik Negara.

2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memeriukan persetujuan
Pengawas Pekerjaan adalah:
a. Semua gambar Shop Drawing vyang digjukan harus

mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan dan
Perencana,

b. Semua gambar Asbuilt Drawing yang diajukan harus
mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

c. Pedoman Operasi dan Perawatan Gedung diajukan
Penyedia Jasa Konstruksi harus mendapat persetujuan
Pengawas dan Perencana.

d. Perubahan Time Schedule dan RMK.

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan
piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi inl
dengan pembatasan sebagai berikut: -

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan memberikan fasilitas

berupa : :

1. Tempat untuk mendirikan

2. Penggunaan air dan listrik atas seijin Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dengan beban pemakalan ditanggung

~ penyedia.




N. Sumber
- Pembiayaan

0. Jaminan
Pelaksanaan,
Uang Muka
dan
Pemeliharaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari

Nomor : 01135/DPA/2018 Kode Rekening
*4.01.4.01.03.03.0009.5.2.2.20.05

1.

2.

Jaminan Pelaksanaan

1.1, Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum
atau Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asurans
(tidak termasuk bank perkreditan rakyat), sebesar 5%6
dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 21.597.350,-
(Dua puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh
tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

1.2, Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada
Penyedia apabila fisik telah mencapai 100% (seratus
prosen) dan telah diserahkan kepada Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Barang
dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.

Jaminan uang Muka
Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka

‘maksimal sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari nilai
" Kontrak atau sebesarRp. 129.584.100.-(Seratus dua

puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat
ribu rupiah), dengan menyerahkan jaminan. uang muka
dari Bank Umum Pemerintah/Swasta atau Perusahaan
Penjamin atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki
izin. untuk menjual produk jaminan  (suretyship)
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan,dengan
nilai yang sama dengan uang muka yang diambil,

Jamina_n Pemeliharaan

Jaminan atas pemeliharaan pekerjaan ini wajib diberikan
oleh Penyedia Jasa Konstruksi setelan pelaksanaan
pekerjaan dinyatakan 100% (seratus prosen) sebesar
5% (lima prosen) dari nilai  Kontrak® atau
Rp. 21.597.350,-(Dua puluh satu juta lima ratus
Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh
rupiaf). '

3.1. Jaminan Pemeliharaan berlaku sejak diterbitkannya
Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan
Pertama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah
diterbitkannya Berita Acara Penyerahan Hasil
Pekerjaan Pemeliharaan.

3.2, Jaminan Pemeliharaan diterbitkan oleh Bank Umum

Pemerintah/Swasta atau Perusahaan Perjamin atau
Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk
menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Perusahaan
Penjamin. ‘

3.3. Jaminan  dimaksud pada butir 11.3.4. pasal ini
harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional)
dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja apabila
Penyedia melalukakan wanprestasi dan telah




P. Pembéyaran
Uang Muka

Q. Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan

dikeluarkan surat Pernyataan Wanprestasi dari
Pengguna ditefima oleh Penerbit Jaminan. '

Pembayaran sesuai SSUK no. 66 dan pengembalian Uang
muka sebesarRp. 129.584.100,-(Seratus dua pululy
Sembilan juta lima ratus delapan puluh empa’ ribu

rupiaft). dikembalikan secara mengangsur dengan perincian
sebagai  berikut :

1)Angsuran I(Termin I) Rp. 64.792.050,-,-
2)Angsuran II (Termin II) = Rp. 64,792,050~
Jumlah = Rp. 129.584.100,-
(Seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus delapan
pulufy empat ribu seratus rupiah)

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara :
Terminj Pembayaran dengan Beban Langsung melaiui Badan
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa
Tengah.Ditransfer ke Rekening PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah Cabang Jepara No. Rek.
1.015.00383.5 Atas nama CV. ARTHA KARYA SEJATT
sesual pembebanan pada huruf N tersebutdi atas dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :.

1. Angsuran I sebesar 35% (tiga puluh lima prosen) :
35% x Rp. 431.947.000,-= Rp. 151.181.450,-

Angsuran Uang muka I

15% x Rp, 431.947.000,- = Rp. 64.792.050,-

Diterima Penyedia

20% x Rp. 431.947.000,-= Rp. 86.389.400,~

(Delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluf
Sembilan ribu empat ratus rupiah)

setelah prestasi Pekerjaan Fisik mencapai 35% (Tiga puluh
limaprosen) vyang dilampiri dengan Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran untuk Terminj
Pertama;

2. Angsuran II sebesar 35% (tiga puluh lima prosen):

35% X Rp. 431.947.000,- = Rp. 151.181.450,-
Angsuran Uang muka II
15% x Rp. 431.947.000,- = Rp, 64.792.050,-
Diterima Penyedia |
20% x Rp. 431,.947.000,- = Rp. 56.389.400,-
(Delapan puluh enam juta tiga ratus delapan pulul;
- sembilan ribu empat ratus rupiah)
setelah prestasi Pekerjaan Fistk mencapai 70% (Tujuh puluh
prosen), dan atau difampiri dengan Berita Acara

Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran untuk Terminj
Kedua;




e

R. [Penyesuaian

Harga]

S. Peristiwa

Kompensasi

T. Denda dan
ganti rugi

3.

Angsuran III sebesar 30% (tiga puluh prosen) :

30% x Rp. 431.947.000,-= Rp.63.005.100,-
Diterima Penyedia
30% x Rp. 431.947.000,- = Rp. 129.584.1 20~
(Seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus delapan
puluh empat ribu seratus rupiah) ,

setelah prestasi Pekerjaan Fisik mencapai 100 % (seratus
prosen), dan Pekerjaan telah diserahkan untuk yang
Pertama kepada Pengguna dilampiri dengan Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran.

. Apabila masa Pemeliharaan melampaul tahun anggaran,

makaPENYEDIA dapat mengajukan pembayaran bersamaan
dengan  butr4 diatas, dengan menyerahkan sertifikat
jaminan pemeliharaan sebesar 5 % nilal Kontrak sesuai
pada ketentuan butir 0.2. .

.deumenpenunjang yang disyaratkan untuk mengajukan

tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

5.1. Pembayaran Terminj I =
a. Surat Permohonan Pemeriksaan,
b.Surat PermohonanPembayaran,
c. Foto kemajuanFisik, '
d. Laporan Harian, mingguan dan Bulanan,
e. Fotocopy Referensi Bank, NPWP,
5.2,Pembayaran Terminj II =
a. Surat Permohonan Pemeriksaan,
b.Surat Permohonan Pembayaran,
c.Foto kemajuanFisik,
d.Laporan Harian, mingguan dan Bulanan,
e.Fotocopy Referensi Bank, NPWP.
5.3.Pembayaran Terminj III =
~a. Surat Permohonan Pemeriksaan,
b. Suara Permohonan Pembayaran,
c. Foto kemajuan Fisik, Laporan Harian, Mingguan,
dan Bulanan. ?
d.Jamsostek,IMB (kalau belum terbit minimal Bukti
Pengurusan IMB),Ajuan Operational Perawatan dan
jaminanPemeliharaan.
e. Fotocopy Referensi Bank, NPWP.

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian
peristiwa kompensasi adalah : - (apabila ada)

1

Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)memutuskan kontrak secara
sepihak adalah:

1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.

2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak




U. Sanksi

V. Penyelesaian
Perselisihan

W. LAINNYA
(Apabila Ada)

oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)yang dibayarkan
oleh penyedia dalam jangka waktu : 14 (empat belas) hari
sejak tanggal pemutusan kontrak.
[Denaa akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA  Jdibayarkan ofeh
penyedia dengan cara: dipotong dari tagihan/sesyedia

rREfYetorfan-ko-kas-rogarardacrak]

3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
sebesar 1/1000 (satu perseribu ) dari nilai kontrak.

4. Ganti rugl dibayarkan kepada penyedia dengan cara
di perhi-tungka'n dalam pembayaran prestasi pekerjaan.

5. Ganti rugi "dibayarkan kepada penyedia dalam jangka
waktu : sebelum berakhirnya masa Kontrak;

Pelang_garan_terh,ada'p ketentuan Pengalihan dan/atau
Subkontrak dikenakan sanksi :

; : : tralg

b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam
kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada
subkontraktor.]

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak

tidak dapat diselesalkan secara damai maka Para Pihak

menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di

bawah sebagai Pemutus Sengketa : |

Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten Bagan
Arbitrase-Nasionai-Faonesio-(BANG]




PEMERINTAH PROVINS] JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Pahlawan NO. 9 Telpon (024 ) 8311174 ( 20 saluran ) Fax. 8311266
, Semarang 50243

Semarang,03 September 2018

Nomor :027/0012265 : Kepada Yth.
Lampiran : -- o \ Direktur CV. ARTHA KARYA
Perinal  :Surat Penunjukan Penyedia SEJATI :
Barang/Jasa  (SPPBJ)  Pelaksanaan Desa Tengguli RT 002 RW
. Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan 007 Kec Bangsri Kab Jepara
' Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018. di
o : S ' KAB. JEPARA

Berdasarkan Surat Kepala ULP Provinsi. Jawa. Tengah Nomor
2714/ULP/IX/2018 tanggal 03 Septembf;’;-*-018 perihal Hasil Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa PeKerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan
Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018 , dengan ini kami beritahukan bahwa
penawaran Saudara tanggal 13 Agustus 2018 perihal Penawaran Harga
Pekerjaan Pemehharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018
(kode /e/ang 13788042 dengan Harga Penawaran setelah dilakukan Negosiasi
sebesar Rp. 431.947.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan
ratus empat puluh tu_]uh I'lbll rupiah) kaml nyatakan diterima/disetujui.

‘ Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedla/Jasa (SPPBJ) ini
Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksariaan  dan
menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah .diterbitkannya - SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk mengrima penunjukan
ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran ‘Saudara,akan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

| EDY SUPRIYANTA, ATD,SH.MM
NIP. 19650504 198803 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth. : :
- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa tengah selaku Pengguna Anggaran,
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Pokja 8 ULP Provinsi Jawa Tengah-
- 4, Arsip '




Nomor

~ Lampiran

_ Perihal

1. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266

Semarang 50243
o Semarang,j SeptemberZBiB

. 2TIA Aup/x /20! 4 Kepada Yth.
| Kepaia Biro Umuni Setda
: Hasit Pemilihan Penyedia: Barang/ ‘Provinsi Jawa Tengah
Jasa Paket Pekerjaan Pemeliharaan di —
dan Penatean Gedung Wanita ~ SEMARANG
Tahun Anggaran 2018 '

1. PPKom Paket Pekerjaan Pemellharaan:dan Penataan Gedung
Wanita Tahun Anggaran 2018; .

2 ‘Pokia 8 ULP Provinsi Jawa Tengah,

3. Pertinggal.

Berdasarkan Nota Dings Pokjs 8 ULP Provinsi Jawa Tengah Nomor
11.Paket-34/Pokja 8 - ULP/IX/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Laporan Hasil
Pelelangan untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan Gedung. Wanita pada
Biro Umum Setda Provinsi Provinst Jawa Tengah, setelah melafui proses pemilihan
dan negosiasi kepada calon penyedia barang/jasa, Pokja 8 ULP Provinst Jawa Tengah
‘menetapkan pemenang sebagai berikut :

NamaPerusahaan @ CV. Artha Karya Sejati—"

Alamat : Desa Tengguli RT.002/RW.007 Kec. Bangsri, Kab. Jepara
Harga Penawaran  © Rp. 431.947.000,- (empat ratus.tiga puluh satu juta sembilan
Setelah Negosiasi naius empa puluf tzyuh ribu rupiah) ’

proses selan]utnya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku
- Demikian untuk menjadikan makium.

KEPALA BIRO ADMINIST RASI
PEMBANGUNAN DAERAH




' PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Sekretariat Daerah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Telp ¢ {024) 8450235 [ Fax | {024} 8450087 Semarang - 50243

Kepala ULP Provinsi Jawa Tengah
Sekretaris ULP Provinsi Jawa Tengah

: Keiua?akﬁSULPvamJawaTengah

: 35&91&!&)&!20}.8

11. Paket-34/Pokia 8 - u:mx;zms
Laporan Hasil Pelelangan

2. Pele!argan&muiandenganmengumumkanpaketpekeqaantersebﬁpada
tanggl 7 Agustis 2018 dan berakhir mass sanggah tanggal 1 Seplembey
7018 pulad 1531 WIB.

3. Dari data aplikasi LPSE, peserta yang mendaftar sebanyak 37 (tlga puiuh
nuh) peserta don yang memasukkan penawaran sejumiah 2 (dua)
peryedia fasa;

4,- Peleiangan ini menggurakan jenis kontrak HARGA SATUAN;

Setelah d@evahm, Dokumen penawaran deri penyedia yang memenuhi
it Ardninistrasi, Telois, Harge dan Kualifiasi ada 3 (liga} peseria.

Nama Penyedia C!l ARTHA KARYA SEJATI

Yo Pivekdur + MUBAMMAD HERS CAHYOND

P : 31715478500

Alamat - Ds. Tengogul 6. 02 RW.07 Kec. Bangsri

Kabupaten 3epara

empat puluh tujuh ribu rupiah)




amm mmmhmMEsmwh

9, mmmmm SPPR1 diterhitkan paling lambat 4 {empat)
havi setelah Pengumuman Pemenang. Untuk ftu mohon dapat diinformasikan
kepada PPitom pekeriaan inl.

POIJA 8 ULP Provinsi Jawa Tengah




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN
Gedung D Sekretariat Daerah IL. Pahlawan No. 9 Semarang
Telp : {024) 8450235/ Fax : (024) 8450087 Semarang - 30243

POKIA 8 ULP Prowvinsi Jawa Tengah
Kehia

gg

JONEDL ST,




Wk sy P

o

NIP. 19660314 198903 1 009




- PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Gedung D Selretariat Daerah . Pahlawan No. © Semarang
Telp ; (0249) BAS0UZ3SS Fax : {024) 8450087 Semarang ~ 50243

xm Acera Hasil Pelelangan (BAHP), Nomor: O8.Pakel

IPAHI2018 Tanggal 29 Agustus 2018.
2. %1?5 mmmmm (Empatraﬁssdeiapanpuiuhduawtasaatusdua

Nama Penyedia : OF. ARTHA KARYA SEIATL
Alamat : Ds. Tenggull KT, D2 RW.07 Xec. Bangsri

’i’em!aag - {Empat ratus iiga puluh satu juta sembilan ratus empat
puluh tujuh ibu supiah)

Semarang, 29 Agustus 2018
POKIA 8 ULP Provinsi Jawa Tengah




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TEHGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Gedung D Sekretariat Jl. Pahilawan No. 9 Semarang
Teip : (024) 8450235/ Fax : {024) 8450087 Senarang - 59243

Nomor : 08, Paket-34/Pokia 8 - ULPVIT/Z018
SumberDans  APBD Provingi Jowa Tongah Tobun Anggaran 2018

7 /
Delapan Belas bertempat di Gedung D Seluetaiat Doerah Ruang Pokja 8 ULP Provinst Jawa
Tengah, JI. Pahiawan Mo, 9 Semarang, berdasarkan Surat Rencana Pelaksanaan Nomor:
Mgmfm;m mggai :ﬁjﬂﬁm mmmmm

a

Wmmwmmmmm

Pokin'8 VUL Provinsi Tawa Tengah :
3. Cahye T Sasongko, ST 1 Anggota

?ﬁwmm Penyedia 3asa menpgunakan opmc dnnds pada twngoal
7%%&3%%@@%% ipse.jatengprov.go.id. :

b. mmmmmmmmmma




itk dilakuican terhadap semisa dokumen penawaran. Koreksi Arftmatik




2 L¥. ARTHA XARYA SEJAT siap don sanggup usiuk melaksanaks

b, Hama?mmdimmngmsmmanggmmmayadanhargadapm
diterunkan. Horga negosiast yeng disepakali sebesar Rp. 431.947.000 (Empat
m@mmmmmmmm;ﬁunﬁam

Nama Penyedia - m.mwam

¥ 31,?15,24?‘&51
oty n 1 _

mmm 3 ap.mmm,-

-MMWWMﬁMW ehery =
mmmsé?mmammmmmmmmmm
penibahan terakhir Perpres 4 Tahun 2015, selanjulnya dapat ditetapkan pemenang dan
pemenang cadangan cleh Ketua Pokia 8 ULP Provinsi Jawa Tengah.

(o1 HAMA  SABATAN | TANDATANGAN

;zimmwgm Sekretaris |

2
3. ;;WYQSWSI anggota | 3. %UMAN‘/




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Gedung D Sekretaris Daerah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Teip : {024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang — 50243

: 08. Paket 34/Pokja 8-ULP/VIII/2018
: APBD Provinst Taswa Tengah
: Kola Semarong

Provinst Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No. 9 Semarang, berdasarkan Surat no.
Zmﬁfﬁmmgﬁﬁmmia mmmmn

i

: Direktur CV. ARTHA KARYA SEJATI

a.i;v Amm KARYA samﬂ siap dan sanggup untuk
ala) _ chharaan dan Penataan M




b. Harga Penawaras dibitung wlang sesual rencana anggaran biaya
- dan harga dapat diturunkan.

: CV. ARTHA KARYA SEJATI

- MUHAMMAD HERT CAHYONO

T 3L7I52478516000 |

. Ps. Trengguli RT .02 RW.07 Kec. Bangsei, Kab. Jepara
> Rp.432.227.800,~

: Rp. 431.947.000,-

{terlampir RAB Negosiasi)

dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018 ini dibuat
berdasarkan fakia yang sebeparnya.

POIKJA 8 ULF PROVINSI JAWA TENGAH
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Gedung D Sekretaris Daerah 31, Pahlawan No. 9 Semarang
Telp : (024) 8450235/ Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

ARIFIKASI

Nomor : 07. 1 Paket 34/Pokja 8-ULP/VIIIf2018

Pekerjaan : Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita
SumberDana  : APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
Lokasi » Kota Semarang

mmmﬁmwm{m}sﬁw'WMYm,
kami yang bertandatangan dibawah ini Kelompok Kerja (POKJA) 8 ULP Provinsi Jawa
TWTMW%!%@%W@W@WWp
Perawaran | '
» Calon Penyedia Jasg : CV. ARTHA KARYA SEJATI
« Alamat : Ds. Tengguli RT. 02 RW.07 Kec. Bangsri
Katapaten Jepara

Dengan pokok bahasan sebagai berikut :

1. Pesertayang hadiv delom Karifikast sebagaiman

2. mmmmmmmmmmdmmn
dafam Berita Acara ini sebagaimana vasit klarifikast teriampir.

3. Calon Penyedia Jasa menyatakan bersedia /-tidak-bersedia dan sanggup / tidak
sebagatmana bulir 2 dialas.

4. 'Berdasarkan hasil verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana terlampir, Panitia

batwa W V. ARTHA KARYA SDIATI ielah i Hdak-




MENGETAHUI / MENYETUIUL:

POKIA B PROVINSI JAWA TENGAH




Tanggal - Zihgtmsmis

Calon Penyedia : CV. ARTHA KARYA SEJATL ~ paket : Pemefiharaan dan Penataan Gedung Wanita
.ﬁmm; Ds. Tengoull RT. 02 RALO7
| Kec. Bangssi ¥ab. Jegara

i  PEMBUKTIAN | KETERANGAN JIKA TIDAK MEMENUHI
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{'F. Bukti Pelubasan Pajak (SPT/PPH) Tahun 2047 T
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2.

OV, ARTHA KARYA SEJATI

™M DER CAKPYOVO

P L il




(Rp.) fp) HPS (%) '

O, ARTHR KRR SEATY mmmmi orammose] | 86 1
E

N, MARHIR PANINGCAL 428,737 000,601 438,199,500 0] 089

Somaang,  Aguebhn 2018
POKIA B ULY PROVINST JAWA TEKNGAH
PAME IRRATAN

1, JOMEDE ST ¥eha meranghap Anguota

3, CANOTRESSSONGHD, ST Anguots
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN
Gedung D Sclretariat Daerah 71, Pahlawan No. 9 Semarang
Telp 1 (024} 8450235/ Fax : (024) 8450087 Semarang - 50243

Noror : 05, Paket-34/Pokja 8 - ULP/VIIT/2018

g
LX)

bertempat & Gedung D Sekretariat Daerah Ruang Pokia 8 ULP Provinsi Jawa Tengah, 3l Pahlawan
MQWWMMWMrMIﬂLWWM tama[
mmmrmmmmmm mmmm
Wanita Taohun Anggaran 2018 telah melaksanakan rapat evaluasi dokumen penawaran uniuk

Pokia BLLP Provinst Jawa Tengah

3. Cahyo 7o Sasongko, ST

b

Ketua
Bedrataric
Argooka

(3%

(2]

Bemmkan?e;mcam dokumen penawaran tanggal 16 Agusius 2018, diperoleh calon penyedia
sesasukkar mwmzm}m




HPS Rp. 482.120.800,00

%

R L e

 Penawaran (RB) | Terporotes (o)

2 E
33

Demikian Berita Acara Evaluasi dokumen penawaran Pelelangan Pakef Pekerjaan Pemeliharaan dan
mmmmmmmzaﬁmmmmmm

WO N ABATAM | TANDATANGAN

1, | Jonedi, ST | Ketwa |1 @,




PEMERINTAH PROVINST JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Gedung D Sekretariat Daerah L. Pahlawan No. 9 Semarang
Telp : (024) 8450235/ Fax : (024) 8450087 Semarang — 50243

Nomor r {4.Paket-34/Pokia 8 - ULPR 18
Pekerjaan .+ Pemeliharaan dan Pena&saaﬂ Ged:mg Wanita
Sumber Dana +  APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018

?aketm wmmmmmwm te!ahmtaksanakanrapat
pembukaan dokumen penawaran unfuk pekerjaan tersebut diatas yang dihadiri oleh :

Prkip 3 11 P Prodines Jawa Tengah @
2.  Agus Rahman Sjarif, 5T, MT 1 Sekretaris

3. Cabwo Tri Sasongko, 51 - 1 Anggola

n penawaran pada Tanggal 16 Agustus 2018
mmmmi’mms

5. | OV, Makmu 7.  Ada | Ada | Ada | Ada | Lensk
2. | poamagal 438.737.00000 | Ada | Ada | Ada | Ada | Lengiap

WTMW%&WMWWWWW
seperiunya.

| Mgy HAMA IABATAN TANDATANGAN

1. | 3omeeh, ST . ke L @_
2, " Agus Rahman Sjarif, ST, MT | Sekretaris 2. %ﬂ%
- {MT&MS{ | Angaota 13, W

/




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Gedung D Sekretariat Daerah Ji. Pahlawan No. 9 Semarang
Telp : (024) 8450235 / Fax : (024) 8450087 Semarang — 50243

* PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pengadaan Penyedia
Barang/iasa melalsi system elekironik (e-lelang) untuk paket Pekerjaan

Pemeliharaan dan Penataan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2018, dengan
ini menyatakan bahwa kami:

1. Tidak akan melakukan praktek praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Aan B rian kepada pihak yang berwaibfberwenang apabila mengetahnd ada indikasi
KKN di dalam proses pengadaan ini; '

LA

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja ferbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Apobila says melanggar hat-hal yang telal saya nyatakan dalam PAKTA TNTEGRITAS ini,
saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2018

POKJA 8 ULP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

1 Jonedi, ST Ketua 1@

2  Agus Rahman Sjarif, ST, MT Sekretaris

3  Cahyo Tri Sasongko, 5T Anggote 3. .ULLL
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PEMERINTAH PROVINSIJAWA TENGAH

:

S_,E'KR ETARIAT DAERAH

-.KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SE!

KRETARIAT, DAERAH PROVINSI JAWA TENGA:
SELAKU SR

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 027/0000001/2018
| TENTANG

| PENUNJUKAN -PEJABAT PENGADAAN BARANG/IASA DAN PANITIA/PEJABAT
" PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA DAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
" KONSTRUKSI PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
| TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
~.Menimbang @ a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro
Umum Sekretariat Daerah  Provinsi Jawa Tengah agar dalam
pelaksanaannya dapat berjslan dengan tertib, lancar, efektif dan
efisien,berdayaguna dan  berhasiiguna, perlu dibentuk Pejabat
Pengadean Dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan

melibatkan personil  yang berkompeten di  bidang ‘- Pengadaan
Barang/Jass, :

b. bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
pertu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran
tenténg Pembentukan Pejabat Pengad#an Dan Panitia/Pejabat
penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

~ Jawa Tengah; |

—

', rr.'-Mengingat U-ndahg - Uhd'ang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Ncmor
244 Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor & Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tehun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Dagj;'ah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambazhan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);




-

10,

11.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

Pe’raturan,'Pem'erihtah Nomor 58 Tahun 2005 tentan Penge .
Keuangan Daerah (Lembaran Ne | g rengelolaan

gara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); ' - :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Nomor 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik -Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92,

| Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor-6 Tahun 2006 tenta

‘ _ ng Pengelolaan Barang Milik
Negara/Deaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4855);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

telah diubah
beberapa kalai terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat.. Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Teng_ah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1 Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);

Peraturan Daersh Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
10);

' ' 118 Tahun 2016 tentang
aturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 {6
E:Wjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 Nomor 118);

'Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016tanggal 3

isasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium -
mber 2016 tentang Standardisasi Biaya
gioa\;z pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/lasa
Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017,

4/2018 tanggal 2
Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/03

JK:rELTatgisggﬂ tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangafm pada
Sekretariat Dearah Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran 2018;




Tenetapkan
'ERTAMA

“'EDUA

ETIGA

© {EEMPAT

. KELIMA

MEMUTUSKAN:

! dgaran Pe Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 sebagaiman

I, Lampiran 111 dan Lampiran IV k

Menunjuk Tim Teknis Pen
Daerah Provinsi Jawa Te
Provinsi-Jawa Tengah T
Provinsi Jawa Tengah
Keputusan ini, '
Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

Provinsi Jawa Tengah
a tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran
eputusan ini.

gadaan Barang/Jasa pada Biro Umum Sekretariat
ngah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ahun Anggaran 2018 pada Biro Umum SETDA
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1v

menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa:

menetapkan Dokumen Pengadaan;

Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa di  website
Jatengprov,go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jawa
Tengah untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional:

e. Menilai' kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau

pascakualifikasi;

f.  Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran

yang masuk; _

g. 'Menetapkan -Penyedia Barang/Jasa . _ )

h. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemshhaq
- Penyedia Barang, Jasa Kkepada Kepala Biro Umum SETDA Provinsi
JawaTengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;. :

i, Menyerahkan Dokumen Asli pemiliran Penyedia Barang, Jasa kepada

Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna
jo 'ﬁﬂr;grgggz? laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala Biro
Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

k. Memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keg|a_taq
- Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Biro Umum SETDA Provinsi

Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

0.0 oo

' j Penerima Hasil Pekerjaan

uagas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat sit Peke
-sregagai?“nana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut; .
a' Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/lasa sesuai
. dengan ketentuan yang tercantum dalam Konftrak; |
b. Menerima  hasii  Pengadaan Barang/Jasa seteleh melalui
meriksaan/Pengujian; dan ' | |
c IIi’/leembuat ‘dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil

riaan; - . _

Tu z:k‘?ig‘n T:eknis Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum Sgkretanat
Dagerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran Pendapatan_ Dan Belanja Daerah
Pfovinéi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagalmana tersebut dalam
diktum KEDUA adalah memberikan pertimbangan dalam Pengadaan

Barang/Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan yang

e e T alemim [l imeim o



-, EENAM Dalam. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal '

dikturp KEEMPAT dan diktum KELIMA, Pejabat Pengagaaanrjl d};};ﬁ;‘;/ﬁg{g}p{
-Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Teknis bertanggung jawéb kepada |<Juasaa
‘Pengguna Anggaran dengan dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk oleh
Kuasa Pengguna Anggaran, |

ETUIUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diteta
o dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belan
Tengah Tahun Anggaran 2018.

pkannya Keputusan inj
ja Daerah Provinsi Jawa

" 'EDELAPAN : Keputusan ini mulal .b.érlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . di Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2018

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

W

EDY SUPRIYANTA,ATD,SH.MM

e

“ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth: |
. . Gubernur Jawa Tenga_i?_; i -
engah; |
\é\:j(ﬂg::eljrggrrajha\gfovins?Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
i\ Inspekiur Provinsi Jawa Tengah; |
‘3. Para Anggota Panitia dan Pejabat vang bersanqkutan,_




PEJABAT PENGADAAN BARANG, JASA KONSTRUKSI DAN JA
. . PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAK PROVINSI J

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENGGUNA ANGGARAN
NCMOR

SEKRETARIAT
SELAKU KUASA

+ 027/0000001/2018
TANGGAL © 0 2 Januari 2018

SA KONSULTANST
AWA TENGAH-

. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO |

NAMA

" JABATAN KEDUDUKAN

KETERANGAN

. 1 Nurhayati, S.505,M,5i

‘Prasarana pada Bagian Rumah

Kepala Sub Bagian Sarana dan s Pejabat

Tangga Biro Umum- SETDA i gif;agsdaan
Provinsi Jawa Tengah el

Kegiatan pada Biro
Umum SETDA Prov.
Jateng

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PENGADAAN BARANG |
* PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINST JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO -t

NAMA

JABATAN . KEDUDUKAN

KETERANGAN

‘Endrayana Febri P,S.STP,
M.Si

‘Staf Sub- Bagian Sarana dan f Ketua

Prasarana pada Bagian Rumah |

Kegiatan pada Biro

N

Umum SETDA .

Tangga Biro Umum SETDA!; Provinsi Jawa

Provinsi Jawa Tengah 1 Tengah

- 2. | Suryadi,S.Ag Staf Sub Bagian Sarana dan ‘ Sekretaris Kegiatan pada Biro '
' Prasarana pada Bagian Rumah . Umum SETDA |
Tangga Biro Umum SETDA! Provinsi Jawa }
Provinsi Jawa Tengah : Tengah |
3.-: Suparwati Staf Sub Bagian Tats Us_aha";'Anggota Kegiatan pada Birg .
_— Biro Umum SETDA Provinsi | : Umum SETDA
Jawa Tengah ; I} Provinsi Jawa
E ! Tengah '

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
' ASISTEN ADMINISTRASI

Ub.

_ KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

gb__

EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM.




LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UM
DAERAH PROVINST JAWA TEN

UM SEKRETARIAT

GAH. SELAK
. PENGGUNA ANGGARAN U KUASA
NOMOR 027/0000001/2018
TANGGAL

2 Januari 2018

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANST
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

- 'NO NAMA

JABATAN . KEDUDUKAN'|  KETERANGAN |
1. | Abdul Rosyid, S.50s. Staf Sub Bagian Tata Usaha | Ketua Kegiatan pada Biro |
o . Biro Umum SETDA Provinst | Umum SETDA

Jawa Tengah Provinsi Jawa
Tengah
- . | Jaidal, S.S0s Staf Sub Bagian Pelayanan | Sekretaris Kegiatan pada Biro
..2 : ’ Rumah Tangga pada Bagian Umum SETDA
Rumah Tangga Biro Umum Provinsi Jawa
SETDA Provinsi Jawa Tengah Tengah
T3 | sun Staf Seksi Tata Bangunan dan | Anggota Kegiatan pada Biro
> _Sundoyo Jasa Konstruksi Dinas PU Bina Umurm SETDA
) Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Provinsi Jawa Tengah l Tengah

An. SEKRETARIS DAERAM PROVINSI JAWA TENGAHM
ASISTEN ADMINISTRASI

ub.

KEPALA BIRC UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

o+

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH. MM.




LAMPIRAN 113

KEPUTUSAN KEPALA BIRg |

DAERAH' PROVINST JAWA TE
PENGGUNA ANGGAR

NOMOR
- TANGGAL

JMUM SEKRETARIAT
n NGAH SELAKU KUASA

027/0000001/2018
2 Januari 2018

- PEJABAT PENGADAAN JASA LAINNYA

- PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERA

OVINSI JAWA TENGAH
H TAHUN ANGGARAN 2018

Muchseon,SH |
: Rumah Tengga pada Bagian

Rumah Tangga Biro Umum

SETDA Provinsi Jawa Tengah

e NAMA  JABATAN KEDUDUKAN | KETERANGAN
-1, 1 Siti Mustaghﬁro‘h, SH Staf 'Sub  Bagian Pelayanan Pejabat Kegiatan pada :
| Rumah  Tamgga pada Bagian | Pengadaan Biro  Umum
Rumah Tangga 8irc Umum | Jasa Lainnya SETDA Provinsi
SETDA Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERIAAN (PPHP) PENGADAAN JASA LAINNYA
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
SN0 | NAMA JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN - |
e _12...__.‘.....“..ﬁ._.__...._... I |
1 Staf Sub Bagien Pelayanan | Pejabat PHP Jasa

Kegiatan pada :
Biro Umum |
SETDA Provinsi
Jawa Tengah

{ Lainnya

j

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI

SELAKU

EDY

Ub.
KEPALA BIRO UMUM
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

v..

SUPRIYANTA, ATD. SH. MM,




[N n}\‘

. TIM TEKNIS PENGADAAN
PADA BIRO UMUM SEKRETARIA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE

NAMA

Dian Istiana Saputri,
ST

LAMPIRAN 1v
KEPUTUSAN KEPALA BIRO

DAERAH PROVINST jawa TE
"PENGGUNA ANGGARAN
‘NOMOR

TANGGAL

JABATAN

e . ce B
Staf Seksi .Tata Bangunan |
dan Jasa Konstruksi Dinas | Tim Teknis

PU Bina Marga dan Cipta | Perencanasn
Karya Provinsi Jawa Tengah

Errien _
Yolanda,C,ST.MM

Staf Seksi Tata Bangunan | Tim Teknis

' dan Jasa Konstruksi Dinas Pengawasan

PU Bina Marga dan Cipta !
Karya Provinsi Jawa Tengah ;

T PR

UMUM SEKRETARIAT
NGAH SELAKY KUASA

BARANG/JASA,KONSTRUKSI
T DAERAH PROVINST JAWA TENGAK
LANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

. KEDUDUKAN |
|

027/0000001/2018
2 Janusri 2018

KETERANGAN

Kegiatan pada  Bire
Umum SETDA Provinsi
Jawa Tengah

Kegiatan pada Biro
Umum SETDA Provinsi
Jawa Tengah

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN ADMINISTRASI

Ub.

KEPALA BIRO UMUM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EDY SUPRIYANTA, ATD. SH. MM,

Sy b 8

i

i
i



PEMERINTAH PROVINST JAWA ’TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Pahlawan No. 9 Telpon 83111 |
. 2 3 74 (20 saluran) F
Semarang 50243 ) Fax. 8311208

PAKTA INTEGRITAS

rang bertanda tangan di bawah ini Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku
7 Pengguna Anggaran, Pejabat. Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Penerima Hasll
aan Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lalnnya dan Tim Teknis Pengadaan Barang/
padar Biro Umum Gekretariat Daerah provinsi Jawa Tengah, dalam rangka pelaksanaan

: _' sdaan Barang/Jasa, dengan ini menyatakan bahwa lcami .

* .dak akan melakukan praktek KKN :- :

*kan melaporken kepad pihak yang berwajib/berwenang apabiia mengetahui ada indikasi KK
i dalam proses pengadaan inf ;- | -
lam proses pengadaan/Pengawasan ini berjanjl akan melaksanaken tugas secara bersin

“ransparan, dan professmna\ dalam art‘u' akan mengarahkan segala kemampuan dan sumber

Claye secara -optimal untuk mernberikan hasil ker)a terbaik mulai darl penylapan penawaran,

" sefaksanaan, dan penyelesaian pekenaan/kegmtan ini

. Apabila saya melanggar -hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKT A INTEGRITAS ini, sayé

* bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta ganti rugi dan pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undanggn yang berlaku,

Semarang , 2018

“TKuasa Pengguna .1 Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah

o Anggaran B ' | T?L“-

— EDY SUPRIYANTA, ATD,SHMM e

I ey
| Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana
\ pada Bag|an Rumah Tangga Biro Umum

pejabat pengadaan
| Barang/Jasa
| Konstruksi/Jasa
' Konsultansu dan Jasa

Lamnya (I)

(R
-

SETDA Provinsi Jawa Tengah

. NURHAYATLS.S0s.M.Si

Panitia Penerima
Hasn Peker]aan

et e D [ o Fo " s La Lo

——mmr s e M Ci

..........

.t Staf Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah ‘
Tangga Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah A};‘Ji/

S



e e b e

‘| Panitia Penerima
| Hasll pekerjaan Jasa

Konstruksi dan Jasa
- | Konsultansi-(11)

Pejabat Pengadaan

PekerJaan Jasa

Lainnya (111)

Hasil Pekerjaan Jasa
Jasa Lainnya (I1I)

| Tim Teknis

' Pengadaan Barang/

.. Jasa Konstruksi (IV)

.' Tangga Biro Umum SETDA Provinsi J

:| Staf Sub. Bagian Tata Usaha Biro Umum

:| Staf Sub. Bagian Pelayanan Rumah Tanggae

T Staf Seksi Tats Bangunan dan Jasa Kontsruks;

| Staf Sub. Bagian Peidyanan Rumah

T'Pejabat Penerma |1

'":"'E"St'af Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

Staf Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian RuMa

awa Tengah

VSEKERTARIS - SURYADI S.AG

:;"S’taf"Sub'.Bagian Tate Usaha Biro Umyum
| SETDA Provinsi Jawa Tengah

ANGGOTA - SUPARWATI

SETDA P_roVihsi Jawa Tengah
KETUA -~ ABDUL-ROSYID,S.Sos

Pada Bagian Rumah Tangga Biro Urnmum
SETDA Provinsi Jawa Tengah
SEKRETARIS - JAIDAL,S.SOs

Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

ANGGOTA - SUNDOYO

Tangga pada Bagian Rumah Tangga
‘Biro Umurn SETDA Provinsi Jawa Tengah
- 8171 MUSTAGHFIROH,SH

Staf Sub, Baglan Pelayanan Rumah Tangga
Pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum
SETDA Provinsi Jawa Tengah
- MUCHSON,SH

‘Dinas PU.Bina Marga Dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah
- DIAN ISTIANA SAPUTRI,ST

.| Staf Seksi Teta Bangunan dan Jasa Konstruksi

Dinas PU Bina Mar_ga Dan Cipta Karya

Provinet lawa Tennah




 PELAKSANAAN

Nilai Jaminan -

Nomor J'amman, 12.1 102.09 18, 104969.0022
ARTHA KARYA SEJATI alamat Desa Tenggul

1. Dengaﬁ ini dmyatakan bahwa kami CV.
selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. A

Bangsri ‘Kab: Jepard’ ebagal Penyedia;
WIBAWA, Ala Ruko Royal:Square Blok-A7 Marina Semarang elp, 024 -
sebagai Penjaming selanjumya‘disebut sebagal- PENTAMIN; ‘bertangs wab dan dengan tegas erika

Setd Provinsi Jawa 1en kuKuasaPengguna Anggaran sebagai . milik

isel ENERIMA JAMINAN, tang sejamial Rp. 21,597:350,0 '

, Ratus Sembilan PuluhTu_]uh‘Rl g Ratustxma Puluh ‘Rupiab)s
g da.n PENJAl\m\T tkan dirl vntuk melakukan per :
dak memefuhi kewajibatinya dalamanelaksanakan

gimana. ,.dltetanpkan

a_hun Anggaran . 2018 seb
27/0012265 Tanggal 03
Gedung ‘Wanita: Tahun.

AN
( Sembﬁan Pulu
04 Desember 201

k eqaan terse‘cmt pada Waktunya dengan ‘baik danbenar sesuat derigan

AMIN )
epag JAMINAN: se_lumlah‘nﬂal jaminan terscbut diat:
"‘han kerja mnpa syarat ( Uncondmonal } setelah menerima tuntutan, enca:_ran
ENERIMA JAMINAN mengeneu *p:_'ngenaan

AN berdasar keputusan

ERJAMI[‘I dera JaIlj ' ;
asal 1832 KUH Perdata de ali bahwa:PENJANﬁN
benda TERJAM]N lebih dahulu disita dan diju

- melungsy hutangnya sebagaunana d:maksud«da-lam pasal 1831 K
PENJAMIN berdasarkean Jan:unan sudah dlajukan selambat-lbamya

Tunfuten pencaian terhadap
' aktu 30 (tiga puluh) ‘hati kalender sesudah berakhimnya masa berlaku Jaminan ini.
Jikan i Semarang L
sal 06 September 201
PENJAMIN

PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA. -

semmm:pmmm ink Halyd garlaie umﬂmhngea Perar intak, BUMN, RUMD:
Eabasan Nilad Tamingt ‘Dalam Sertfill: Ani Makalpzm e 1000000000,

faraikel (0151 ‘41189
i r{a : Tel ll )




Untuk dapat melaksanakan semua system tersebut dipertukan struktur
organisasi lapangan yang solid, tenaga kerja yang memadai dan suplai material yang
cukup dan berkesinambungan.

. KONDISI PEKERJAAN

Berdasarkan penjelasan pekerjaan,dengan waktu pelaksanaan pekerjaan
selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180
(Seratus Delapan Puluh) hari kelender terhitung sejak dilakukan Serah Terima
Pekerjaan 1 (PHOQ), dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut dalam
pelaksanaannya dilakukan secara simultan, cepat dan bersamaan mengingat
terdapat beberapa item pekerjaan yang berada bersifat pekerjaan fisik dan pekerjaan
fabrikasi. Dalam melaksanakan pekerjaan ini harus selalu di koordinasikan dengan
baik antara direksi dan juga kondisi sekitar pekerjaan mengingat masih adanya
aktifitas bangunan lainnya dan juga akses lalu lintas keluar masuk selama pekerjaan
berlangsung. Oleh karena jtu pula dalam pelaksanaannya membutuhkan metode
pelaksanaan yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan sekitarnya. ‘




BAB I
METODE PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN URAIAN PEKERJAAN UTAMA

A. PERSIAPAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini setelah diterbitkan SPMK kami nantinya
akan menyiapkan mobilisasi dan demobilisasi untuk peralatan, personil,
bahan/material guna kelancaran pekerjaan ini, dan juga menyiapkan administrasi
untuk pekerjaan ini serta dokumentasi untuk pekerjaan ini dari awal (0%) sampai
akhir pekerjaan (100%). Kami juga akan melaporkan setiap kemajuan pekerjaan
juga membuat shop drawing, serta pada akhir pekerjaan kami akan menyerahkan
asbuilt drawing kepada PPK. Sebelun melakukan pekerjaan persiapan di lokasi
proyek yang dilaksanakan, kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan
pengawas lapangan, PPTK, & PPK Membahas persiapan pekerjaan yang akan kita
laksanakan, juga tentang dimana harus membangun Direksi Keet, Gudang peralatan
serta material, Los Pekerja, Bangunan dan sebagainya untuk mendapatkan
persetujuan.

Setelah disetujul kami akan melakukan pembongkaran plafond, bongkar
dinding tembok, , pembersihan pada lokasi pekerjaan sebelum semua pekerjaan
dimulai, Setelah itu kami akan melakukan pengukuran dan pemasangan bouwplank,
Kami juga akan menyewa Direksi Keet untuk kantor Direksi Pekerjaan / Pengawas
serta pegawainya dan gudang untuk bahan-bahan yang perlu terhindar dari
gangguan cuaca.

» Direksi keet akan kami tempatkan dilokasi yang sekiranya paling dekat dan
paling aman yang dapat mendukung jalannya pekerjaan.

* Bangunan direksi keet dengan ukuran menyesuaikan lapangan/lokasi dan di
buat terpisah menjadi 2, yaitu satu sisi untuk penempatan kantor (yang di
dalamnya ada seperangkat alat tulis, meja dan kursi rak buku untuk
direksi,pengawas lapangan dan pelaksana, gambar kerja, sample bahan, dan
alat pendukung lain). Dan sisi lainnya untuk tempat penempatan bahan
{semen, cat dan bahan lain yang harus terhindar dari gangguan cttaca),
didalam pelaksanaan pekerjaan ini nanti alat kerja yang kami gunakan
antara lain beton molen, Scafolding, Alat las, Pickup, potong kramik, bor listrik,
cangkul, linggis, gergaji, mesin pemotong besi dan keramik, ekrak, cetok, benang,
meteran, dan alat pendukung lain.

* Bangunan- direksi juga kami buat sedemikian rupa agar bhisa difungsikan
sebagal tempat istirahat tenaga kerja. Untuk material pasir, splitair kerja,
tempat pengadukan, molen, dan bahan sejenis lainnya kami tempatkan di
dekat bangunan direksi keet, sesuai dengan anjuran pihak dinas, sekiranya
tidak mengganggu aktifitas kantor.

Ada beberapa hal yang pelu diperhatikan dalam pekerjaan persiapan ini
‘antara lain :

a. Pengadaan Material
Untuk material seperti pasir kami akan membeli dari penambangan legal
atau dengan cara membeli ke depo setempat, untuk bahan pabrikasi kami akan
membeli ke toko sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

b. Pengadaan Tenaga Kerja
Untuk pengadaan tenaga kerja kami sudah mempunyai beberapa tenaga
kepala tukang tetap yang akan kami pakai sebagai tenaga inti, dan juga




akan mer;gbﬁs::n tenaga tukang dan pekerja lokal sebanyak mungkin, sesuai

dengan ki

dan tahap pekerjaan.

!
i
i

¢ Melakukan pemeriksaan/pengecekan untuk beberapa hal berikut:

»

Dalam penentuan titik peil, tenaga ind kami akan seteliti mungkin
melakukan pengecekan elevasi, bidang persamaan dan jarak-jarak dari
rencana bangunan baru dan bangunan existing, dimana jika ada hai-hal
yang tidak tercantum dalam gambar, atau menemui kendala-kendala
teknis, maka kami akan berkoordinasi dengan direksi, sehingga ke
depannya, dalam perjalanan - pekerjaan tidak ada hal-hal yang
menghambat. '
Setelah semua disetujui, dan tidak ada kendala, barulah kami melakukan
pematokan bowplank di semua titik pekerjaan. : :
Bouwplank yang kami gunakan terbuat dari kayu yang kuat, diserut
halus di bagian atasnya dan terpasang kokoh / kuat pada patok kayu
yang tertanam di tanah sehingga tidak bisa dirubah-rubah serta
dipasang sejarak 1 m dari as tepi lapangan dan dinding luar tiap

- bangunan.

Dalam pemasangan bouwplank kami sangat mempe -hatikan ukuran dan
kesikuannya, dan melakukan Pemeriksaan dan pemeliharaan tugu patok
dasar yang digunakan sebagai referensi ketinggian permukaan yang telah ada

- dilapangan.

Setelah semua selesai, maka kami akan berkoordinasi lagi dengan
direksi,untuk mengajukan ijin mulai pekesjaan.

d Penjagaan Keamanan Lapangan Pekerjaan

' Keamanan dan kesejahteraan

Selama pelaksanaan pekerjaan kami akan memberikan segala hal yang
diperlukan untuk keamanan para Pekerja dan tamu, seperti-
pertolongan pertama, sanitasi, air minum, dan fasilitas-fasilitas
kesejahteraan yang lain. '

Terhadap wilayah milik umum :

Kami akan menjaga agar aktifitas bersih dari bahan-bahan bangunan dan
sebagainya serta bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan
yang terjadi atas perlengkapan umum yang disebabkan oleh kegiatan °
pekerjaan ini agar tidak terjadi konflik dengan aktifitas pelayanan selama
masa pekerjaan,

Kami juga akan memasang papan peringatan dan rambu-rambu di
beberapa lokasi rawan.

Kearnanan Terhadap Pekerjaan

Kami akan bertanggung jawab atas keamanan seluruh pekerjaan termasuk
bahan-bahan bangunan dan dan lain - lain, menjaga periengkapan bahan-
bahan dan hasil bongkaran yang masih berguna dari segala kemungkinan
kerusakan, kehilangan dan sehagainya untak seluruh pekerjaan. ‘

e. Jaminan dan Keselamatan Buruh

Air Minum dan Air untuk Pekerja '
Kami akan menyediakan air minum yang cukup. Air untuk keperluan




bangunan selama pelaksanaan, kami akan mendatangkan dari luar.

s Listrik dan Penerangan
Kami akan menyediakan lisrik dan penerangan yang cukup untuk setiap
pekerjaan yg memeriukan listrik.

» Kecelakaan
Apabila terjadi kecelakaan untuk tenaga kerja yang melaksanakan
pekerjaan tersebut pada waktu pelaksanaan, kami akan segera mengobati
dengan peralatan P3K yang telah kami sediakan jika kecelakaan ringan,
dan jika kecelakaan berat kami akan segera membawanya ke rumah sakit.
Kami menyediakan kotak obat-obatan untuk pertolongan pertama yang
selalu tersedia dalam setiap saat & berada di tempat Direksi Keet.

B. METODE PELAKSANAAN ,

Adalah sangat pentingnya memahami urutan pekerjaan yang akan kita
laksanakan dalam pekerjaan Pemeliharaan dan Penataan. Gedung Wanita.
Sebelum melaksanakan pekerjsan, kami memasang gambar dan uraian
pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di kantor direksi keet
Sampel Semua bahan yang akan kami pakai, untuk dimintakan persetujuan
direksi dengan menyertakan brosur dan atau sampel.

Kami juga akan mengajukan gambar kerja atau soft drawing dahulu jika
menemukan kesulitan. Setelah semua kami pahami dan terkoordinasi, maka kami
akan mengajukan ijin Uitzet / Pengukuran Lapangan yang dilanjutkan dengan ijin
pelaksanan.

PEKERJAAN REHAB GEDUNG WANITA
1. TUTUP LUBANG TEMBOK
a. Pemasangan dinding bata

Sebelum dipasang bata dibasahi dengan air terlebih dahutu atau direndam
dengan air sampai jenuh, pasangan bata dilakukan bertahap dan berselang
seling dengan perbedaan separuh bata dan satu sama lain harus terdapat ikatan
yang sempurna. Pelaksanaan pemasangan batu bata dikerjakan dengan rapi,
sama tebal, lurus tegak dan pola ikatan terjaga haik diseluruh peketjaan.
Pengukuran dilakukan dengan tiang lot dan diukur dengan tepat Pasangan bata
harus waterpass dan tegak.
Bahan : Bata merah, Portland semen, pasir pasang. .
Peralatan : Molen, cangkul, ekrak, ember, cetok, meteran dan peralatan
pendukung lainnya.
Tenaga kerja : tukang 1 orang, pekerja 2 orang,
Waktu pelaksanaan : 1 hari

b. Pemasangan Plesteran dan acian
sebelum pekerjaan ini dikerjakan bidang-bidang yang akan diplester dibersihkan
terlebih dahulu kemudian dibasahi dengan air. plesteran digosok berulang-ulang
sampai padat agar plesteran tidak cepat kering dan retak/pecah, setelah
plesteran dilanjutkan pekerjaan aci. semua bidang menghasilkan bidang tegak
lurus, halus dan tidak bergelombang
Bahan : Portland semen, pasir pasang.
Peralatan : Molen, cangkul, ekrak, ember, cetok, gosokan, meteran dan
peralatan pendukung lainnya.




C.

Tenaga kerja : tukang 1 orang , pekerja 2 orang,

Waktu pelaksanaan : 2 hari

Pekerjaan Pengecatan dinding

Sebelum pelaksanaan seluruh permukaan yang akan di cat dibersihkan terlebih
dahulu dari debu, lemak, kotoran atau noda yang lain dan dalam kondisi kering.
Pengecatan dilaksanakan dengan cara terbaik yang umum dilakukan. Urutan
pengecatan tembok dipfamir 1 kali lapisan setipis mungkin sampai membentuk
bidang yang rata dengan menggunakan pisau plamir dari plat baja tipis kemudian
setelah plamur kering dilanjutkan pekerjaan pengecatan dengan penggunaan 1
lapisan cat dasar dan 2 lapis cat penutup. Hasil pengecatan kami lakukan secara
rata, tidak bergelombang, warna sama dan rata sefta tidak berbintik bintik.

Bahan : plamir, cat dasar, cat penutup.

Peralatan : rol, kwas, kapek dan peralatan pendukung lainnya.

Tenaga kerja : tukang 1 orang, pekerja 1 orang,

. Waktu pelaksanaan : 1 hari

2. RENOVASI PINTU

Setelah dinding tembok dibongkar maka akan kami rapikan dengan plesteran skoning.
sebelum pekerjaan ini dikerjakan bidang-bidang yang akan diplester dibersihkan
terlebih dahulu kemudian dibasahi dengan air. plesteran digosok berulang-ulang
sampal padat agar plesteran tidak cepat kering dan retak/pecah, setelah
piesteran dilanjutkan pekerjaan aci dan skonengan. semua bidang menghasiikan
bidang tegak lurus, halus dan tidak bergetombang.

Untuk pembuatan kusen dan daun pintu dan jendela menggunakan kayu yang
benar - benar kering, tua, lurus, memiliki texture yang sama, serta sevat -
serat lurus.

Kayu bersih dari keretakan-keretakan, lubang-lubang, serangan jamur,
pembusukan, pelapukan dan cacat lain (mata lubang, bengkah, melintir, dsb)
Ukuran kayu adalah seperti tercantum dalam Garnbar.

Sebelum pemasangan kusen lokasi yg akan di pasang kami pastikan sudah
lurus,dan siku.

Pekerjaan kusen, pintu dan jendela kami kerjakan di workshop

Pintu di pasang sesual dengan gambar kerja.dengan memperhatikan keakuratan
pemasangan, dan sambungan-sambungan.

Kami juga memastikan kaca yang terpasang rapl, kuat, rapat sehingga kaca
tidak bergetar saat di buka dan tutup.

Setelah terpasang semua,kami pastikan, pintu bisa dibuka tutup dengan mudah,
baik itu di buka/tutup dengan keras maupun dengan pelan-pelan.

engsel, Kund-kunci / pegangan pintu dipasang tinggi sesuai dengan gambar
kerja.

Seluruh perangkat kund kami kerjakan dengan sebaik mungkin sehingga bisa
bekerja dengan baik.

Setelah selesai kami akan melakukan pekerjaan politur kuse serta daun pintu dan
jendela tersebut. Sebelumnya bidang kayu yang akan dipolitur kami amplas
terlebih dahulu sampai benar-benar halus kemudian baru kami politur.

Bahan : Kayu klas If (kamfer) balok, paku, lem kayu, Portland semen, pasir
pasang, kayu klas Il (kamfer} papan, engsel, kaca, kunci tanam biasa,
politur, spritus, amplas.

Peralatan : gergafi, paly, serut, cetok, gosokan, jidaran, kwas, kain halus dan
peralatan pendukung lainnya.




